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Covid-19 is a virus that attacks the human respiratory tract. At first, Covid-19 entered 
Indonesia in early March 2020. The Indonesian government's efforts in tackling this outbreak 
were stated in its policies which aimed to reduce the number of its spread in Indonesia. One 
of the government policies implemented in Indonesia i  the implementation of social 
distancing rules. Social Distancing means limiting community activities by keeping a distance 
or doing daily activities at home. This is also stated in the Decree of the Minister of Health of 
the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/328/2020 concerning the prevention 
of COVID-19 that the public needs to maintain a mini um distance of one meter and in the 
Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020, which 
explains how to deal with viruses or outbreaks. Social restrictions must be carried out in 
order to contain the rate of increase in the number of people exposed to the virus 
Key words: policies, prisoners, the spread of covid 19 
 
PENDAHULUAN 
Covid-19 merupakan sebuah virus yang menyerang saluran pernapasan manusia. Pada 
awalnya, Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Upaya pemerintah Indonesia 
dalam menanggulangi wabah ini dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan nya dimana hal itu 
bertujuan mengurangi angka penyebarannya di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah 
yang diterapkan di Indonesia adalah diterapkannya aturan social distancing. Social 
Distancing ini berartikan pembatasan kegiatan masyarakat dengan cara menjaga jarak atau 
melakukan kegiatan sehari-hari di rumah saja. Hal ini juga dinyatakan dalam keputusan 
menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang 
pencegahan covid-19 bahwa masyarakat perlu untuk menjaga jarak minimal satu meter dan 
dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 menjelaskan dalam menangani 
virus atau wabah ini wajib dilakukan pembatasan sosial dalam rangka menahan laju 
peningkatan jumlah terpapar virus. 
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 Ketika proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan yangtelah ditetapkan oleh pemerintah 
ini, maka dampaknya akan terasa ketika kebijakan ini telah ditetapkan dan dijalani. Hal ini 
dikarenakan sebuah kebijakan dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat saja 
yang dimana dalam kasus ini kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk memperlambat laju 
penularan virus covid-19 di Indonesia. Dampak baik dari penerapan kebijakan ini akan 
mampu ditinjau dari seberapa besar efektivitas yang dirasakan oleh masyarakat terkait 
penyebaran virus covid-19 ini.1 Hal yang menjadi perhatian dalam kasus ini merupakan 
kendala yang timbul di mata masyarakat, dimana hal ini menyangkut dari dampak penerapan 
physical distancing dalam keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia (menkes RI) 
Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 yang berkaitan pada institusi tertentu seperti LPKA, 
LAPAS, dan RUTAN yang memiliki penghuni tingkat tinggi. Jumlah narapidana ataupun 
tahanan di seluruh LPKA, LAPAS, dan RUTAN di Indonesia berdasarkan data yang diambil 
pada direktorat jenderal pemasyarakatan per tanggal 30 April 2021 terdapat 262.480 orang. 
Hal ini diartikan dengan tingginya angka narapidana maupun tahanan di seluruh Indonesia 
diindikasikan rentan terhadap laju penyebaran virus covid-19 karena sangat sulit jika harus 
menerapkan physical distancing. 
 Penerapan physical distancing juga wajib dilakukan oleh para narapidana sekalipun 
dikarenakan narapidana juga memiliki hak pelayanan kesehatan berupa pencegahan dan 
pengobatan dari virus atau penyakit.2 Upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di 
penjara di Indonesia yang dilakukan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly merupakan sebuah 
kebijakan yang dikeluarkan untuk dapat membebaskan p ra narapidana. Berdasarkan 
Permenkumham  Nomor 10 Tahun 2020 tentang hak integrasi dan pemberian asimilasi 
terhadap narapidana dan anak dalam penanggulangan virus covid-19 di 
LPKA/LAPAS/RUTAN di Indonesia. Keputusan Menkumham pada Nomor M.HH-
19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak 
merupakan bentuk kebijakan pemerintah sebagai upaya d lam pencegahan wabah covid-19 
ini. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Rika Aprianti selaku kabag humas Ditjenpas 
Kemenkumham di Jakarta per tanggal 20 April 2020 pukul 07.00 WIB menyatakan bahwa 
ada setidaknya 38.000 Napi dan Anak yang dibebaskan dengan program asimilasi dan 
                                               
1 Asep Taufik Rohman, “Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak 
Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan” (Bandung: 
Universitas Pasundan, 2016). 
2 Ahmad Sanusi, “Aspek Layanan Kesehatan bagi Warga Bin an Permasyarakatan dan Tahanan di 
Lembaga Permasyarakatan, “ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no 1 (2016): 1-29. 
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integrasi.3 Hal ini diduga dapat menjadi solusi dalam mengurangi kerumunan yang berlebih 
pada lapas maupun rutan dan diharapkan juga dapat menekan angka penularan covid-19 pada 
lapas maupun rutan yang ada di Indonesia.4 
 Namun, hal ini sepertinya tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini justru 
menimbulkan spekulasi di mata masyarakat bahwa adany  kemungkinan pembebasan 
narapidana justru akan menaikkan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat. Hal ini 
dimungkinkan karena pembebasan narapidana berarti ak n menaikkan probabilitas mereka 
untuk mengulangi kejahatan dan kriminalitas yang mereka lakukan sebelumnya. Meskipun 
dalam menjalani masa tahanan para narapidana ini merupakan terpidana yang 
kemerdekaannya hilang pada lembaga pemasyarakatan.5 Dimana hal ini menunjukkan adanya 
indikasi bahwa narapidana tersebut sudah mendapatkan pembinaan baik secara rohani dan 
jasmani selama menjalani masa tahanannya, namun tetap saja pembebasan narapidana secara 
massal tetap menimbulkan stigma negatif bagi beberapa masyarakat di Indonesia saat ini. 
Mantan narapidana cenderung tidak akan bisa berubah, mereka akan cenderung mengulangi 
tindak kejahatan mereka dulu bila didorong dan didukung pada kondisi dan lingkungan 
tertentu.6 
 Berdasarkan beberapa temuan diatas, maka penulis pada penelitian ini tertarik untuk 
mengangkat materi penulisan karya ilmiah ini dengan judul “Dampak Riil Dan Tanggapan 
Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Narapidana Dalam 
Rangka Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19” dengan rumusan permasalahan 
Apakah dampak dari dikeluarkannya peraturan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang 
Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka 
Pencegahan melalui Program Asimilasi dan Penanggulan an Penyebaran Covid-19? Dan 
Bagaimana bentuk tanggapan masyarakat atas peraturan da i pemerintah yang melakukan 
pembebasan terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19? 
 
PEMBAHASAN 
                                               
3 Fathur Rohman, “38.882 Napi dan Anak Dikeluarkan dari Lapas Cegah Pandemi COVID-19,” 
Antarnews. 
4 Ahmad Jazuli, “Pembentukan Satuan Kerja Baru Permasyar katan sebagai Solusi Alternatif 
Mengatasi Overcrowded. “ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (2021). 
5 Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi 
Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan melalui Program Asimilasi dan Penanggulangan Penyebaran 
Covid-19 (Republik Indonesia, 2020). 
6 Wanda Fitri, “ Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus 
Residivis Perempuan,” Kafa’ah: Journal of Gender Studies 7, no. 1 (2017): 67. 
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1. Dampak dari dikeluarkannya peraturan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 
Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak 
dalam Rangka Pencegahan melalui Program Asimilasi dan Penanggulangan 
Penyebaran Covid-19 
 Kebijakan pemerintah merupakan rangkaian konsep yang merujuk pada keputusan 
pemerintah atas suatu keputusan penting yang ada dalam negara. Kebijakan sangat 
berpengaruh terhadap kehidupan suatu negara. Biasa hasil akhir dari kebijakan adalah yang 
akan dirasakan oleh masyarakat baik diharapkan atau tid k dalam penyelesaian masalah 
kenegaraan (policy outcomes). Tanggung jawab negara jika ditunjukkan pada kamus hukum 
adalah “Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with legal 
obligation under international law”. Menurut Sugeng Istanto, tanggung jawab negara adalah 
memberi keputusan dan jawaban atas perhitungan hal yang terjadi dan memberikan 
pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.7 Dalam hal narapidana yang dibebaskan 
di tengah pandemi Covid-19  ini menimbulkan perdebatan karena lebih dari 30 ribu 
narapidana terpaksa dibebaskan oleh negara dengan konsekuensi bebas sebelum waktunya.  
 Indonesia menetapkan pembebasan narapidana melalui program yaitu asimilasi dan 
integrasi dimulai pada tanggal 31 Maret 2020. Menurut pasal 6 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi ad lah proses pembinaan narapidana 
dewasa dan anak dengan dibiarkan hidup secara berbaur di lingkungan yang melibatkan 
masyarakat. Integrasi adalah pembebasan narapidana e gan ketentuan telah memenuhi 
syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Namun, 
pembebasan narapidana ini tidak berlaku bagi narapidana dan anak yang memiliki tindak 
pidana yang terdapat jelas di dalam PP 99 Tahun 2012 yaitu terorisme, tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana 
kejahatan terhadap keamanan negara, tindak pidana kejahatan hak asasi manusia yang berat, 
tindak pidana kejahatan transnasional terorganisasi d n narapidana Warga Negara Asing 
(WNA). Alhasil mulai dari tanggal 1 Agustus 2020,  kebijakan yang telah dibuat secara cepat 
berhasil mengeluarkan  lebih dari  40.330 orang narapidana Lapas dan Rutan seluruh 
Indonesia. Hal tersebut justru memicu overcrowded di negara Indonesia dilihat dari database 
                                               
7 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998 
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pemasyarakatan, overcrowded yang dialami Indonesia di bulan Maret sebesar 103% 
walaupun setelah pelaksanaan kebijakan menurun menjadi 75%.8 
 Selain masalah overcrowded, muncul masalah baru yang menjadi dampak dari 
asimilasi narapidana yang dilakukan oleh pemerintah. Memang dampak positif dari 
dikeluarkannya narapidana yang telah bebas dari beberapa kategori tindak pidana kejahatan 
tertentu, dapat membuat penurunan pada tingkat pertumbuhan Covid-19 di Indonesia. Namun 
tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut justru memicu masalah baru yaitu bagaimana 
pertanggungjawaban pemerintah mengenai lepasnya narapid na secara bersamaan di waktu 
yang sama hal ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena bisa saja narapidana 
yang dikeluarkan secara bersamaan dapat kembali berulah. Narapidana yang mendapat 
putusan bebas tidak benar-benar kembali ke masyarakat untuk berbuat baik karena tak dapat 
dipungkiri, kondisi masyarakat umum saja sedang mengalami kesulitan ekonomi, terlebih 
narapidana yang sulit diterima kembali di masyarakat p sti akan memicu kembalinya 
perilaku kriminal dikarenakan kesulitan ekonomi. Berdasarkan catatan Komnas HAM, 
sekurang - kurangnya terdapat 15 narapidana yang berulah kembali setelah proses 
pengeluaran narapidana dari  penjara  di  tengah  pndemi  Covid-199. Hal ini membuktikan 
bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah hanya mengurangi penyebaran Covid-19 
secara sementara. Justru dari timbulnya peraturan pemerintahan akan membuahkan masalah 
baru yang tidak kalah penting untuk ditindaklanjuti. Pemerintah  perlu  memikirkan  
menggunakan restorative justice sebagai upaya mengurangi over capacity di dalam penjara. 
Restorative justice adalah pendekatan dengan titik berat terletak pada kondisi menciptakan 
keseimbangan dan keadilan bagi para pelaku dan korban. Tata cara dan mekanisme harus 
memiliki fokus yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi agar dapat menyelesaikan 
perkara pidana dengan pencapaian kesepakatan  yang lebih seimbang serta adil bagi korban 
dan pelaku. Sebagaimana seharusnya DPR RI bersama pe erintah perlu mempertimbangkan 
untuk melakukan revisi terhadap KUHP. Di dalam KUHP,  sebagaimana mestinya ada ruang 
pengaturan diversi atau  alternatif  penahanan/pemidanaan pada  beberapa kasus yang 
termasuk golongan kasus ringan  sehingga  tidak terjadi over capacity pada penjara di 
                                               
8 Sri Marthaningtiyas, “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19” 
Supremasi Jurnal Hukum, Vol 3 No 1 (2020) 
9 Annissha Azzahra Wurnasari, et al. “Dampak Asimilasinarapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas 
Di Tengah Pandemi Covid-19” SEMINAR NASIONAL HUKUM, BISNIS, SAINS DAN TEKNOLOGI 
(HUBISINTEK), Vol 1 (2020) 
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Indonesia dan dapat mengurangi perbuatan tindak pidana narapidana yang keluar dari lapas 
secara bersamaan. 
 
2. Tanggapan Masyarakat Atas Peraturan Dari Pemerintah Yang Melakukan 
Pembebasan Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 
 Kebijakan pemerintah melakukan pembebasan terhadap narapidana di m sa pandemi 
Covid-19 menuai pro dan kontra. Didasarkan pada daty ng diperoleh dari gugus tugas 
percepatan penanganan Covid-19 per 15 April 2020 pukul 09.00, kasus positif covid-19 
tercatat 4.839. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya penanggulangan 
dengan cepat agar covid-19 tidak menyebar lebih luas lagi. Salah satunya dengan pemberian 
asimilasi atau integrasi kepada narapidana. 
 Sebagian besar dari masyarakat umum tidak menyambut baik dalam menanggapi 
kebijakan pemberian asimilasi atau integrasi kepada nar pidana. Masyarakat cenderung resah 
dengan kebijakan ini serta khawatir akan narapidana y g berkemungkinan berulah kembali 
setelah terbebas dengan kebijakan ini. Terlebih dimasa pandemik ini tingkat kesulitan 
ekonomi meningkat dan memungkinkan bagi para narapidana yang terbebas berulah kembali. 
Prof. Hibnu Nugroho selaku pakar pidana Unsoed mengutarakan bahwa potensi peningkatan 
kriminalitas yang sangat besar dapat terjadi karena faktor ketidakstabilan ekonomi, 
pengangguran yang meningkat baik dari korban PHK maupun narapidana yang sulit untuk 
mendapat pekerjaan.10  
 Pada tanggal 17 Oktober 2020, Mabes Polri menyampaikan bahwa di minggu ke 23-
24 masa pandemik, angka positif covid meningkat dengan signifikan. Disisi lain, menurut 
data statistik kepolisian terjadi peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat 
sebesar 38,45% atau setara dengan ± 1.600 kasus. Dari perkembangan berita covid dan kasus 
kriminalitas sama-sama menunjukan peningkatan yang sejatinya diharapkan menunjukan 
penurunan atau setidaknya tidak ada peningkatan kasus kriminal yang signifikan ini menuai 
komentar dari masyarakat, apakah asimilasi atau integrasi kepada narapidana ini sungguh 
merupakan kebijakan yang tepat atau tidak. Untuk kalangan tertentu, kebijakan ini sangat 
meresahkan karena tidak ada jaminan bahwa penerima asi ilasi atau integrasi dapat menata 
hidup dengan baik ditengah kesulitan masyarakat umum sehingga sangat memungkinkan 
terjadinya kerusuhan akibat himpitan ekonomi bercampur dengan narapidana yang tidak 
                                               
10 Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip, Melawan corona : Menilik Pembebasan Narapidana, 
Kajian Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dh rma Kabinet Solidaritas Aksi, hal. 4 
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menjadi  baik ditengah masyarakat. Bukannya memperbaiki keadaan, namun kecemasan 
tercipta dan melemahkan imunitas tubuh masyarakat yang berujung terjadinya peningkatan 
positif rate covid. 
 Tanggapan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menuai komentar negatif, 
alih-alih meredam laju penyebaran covid malah menimbulkan masalah di sektor lain. 
Kebijakan ini dinilai masyarakat sebagai kebijakan yang buat terlalu terburu-buru serta 
mengancam masyarakat umum. Hal ini terbukti dengan kasus kriminal yang meningkat 
dengan pelaku yang sama dengan narapidana penerima as ilasi atau integrasi.11 Public trust 
semakin menurun dan membuat masyarakat lebih sulit menerima kembali narapidana 
penerima asimilasi atau integrasi.  
 Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian terdahulu, pemerintah dianggap tidak 
mengkaji situasi/keadaan secara empiris dalam masyarakat dikarenakan putusan yang telah 
ditetapkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Pasal 93 yang berisi himbauan 
karantina kesehatan untuk tetap berada dirumah dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat 
yang mana sudah pasti merugikan masyarakat dengan ekonomi lemah dianggap berbanding 
terbalik dengan kebijakan asimilasi atau integrasi sebagai dalih pengurangan kapasitas lapas 
yang sudah berlebihan yang padahal mereka didalam sebenarnya sudah terisolasi dari dunia 
luar yang mana minim kemungkinan resiko penyebaran t u sudah dapat dianggap sebagai 
tindakan preventif yang lebih mudah dilakukan dibanding membebaskan narapidana.12 
Meskipun aspirasi masyarakat tidak dapat merubah kebija an yang telah berjalan 
namun masyarakat tetap menyuarakan keresahannya sebagai tindakan represif. Sedikit 
banyak hal ini merupakan dampak dari kurangnya edukasi dan penyuluhan oleh pemerintah 
terhadap masyarakat mengenai berbagai pertimbangan, dampak positif maupun negatif 
mengenai kebijakan pembebasan bersyarat. Masyarakat terl njur menganggap hal ini 
merupakan solusi yang tak berguna yang akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Dari sini 
pemerintah dan segenap pihak yang terlibat harus bisa ekerjasama untuk mengembalikan 




                                               
11 Pebriana Lila Afrida, et al, “Kontra Masyarakat terhadap meningkatnya kriminalitas pasca asimilasi 
narapidanan dampank covid 19, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 2020 
12 Pebriana Lila Afrida, et al, “Kontra Masyarakat terhadap meningkatnya kriminalitas pasca asimilasi 
narapidanan dampank covid 19, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 2020 
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1. Untuk membatasi menyebar luasnya penularan Covid 19, pemerintah mengeluarkan 
peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 tahun 2020 untuk membebaskan para 
napi yang berada di lapas sehingga lapas tidak penuh dan menyebabkan timbulnya 
cluster baru. Namun hal ini sangat disayangkan olehmasyarakat karena semenjak 
para napi dibebaskan, tingkat kejahatan semakin meningkat begitu pula dengan angka 
positif covid yang kian meningkat.  
2.  Keputusan pemerintah untuk membebaskan para napi dari lapas telah diikuti dengan 
beberapa persyaratan dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yakni para 
napi yang akan dibebaskan telah menjalani ¾ masa pidananya, tidak berkaitan dengan 
PP 99/2012 dan berperilaku dengan baik selama menjalani masa tahanannya.  
3. Apabila para napi kembali melakukan tindakan kejahatan ataupun tidak menjaga 
ketertiban umum setelah dibebaskan maka pemerintah ak n bertanggung jawab 
dengan memberikan dua macam konsekuensi hukum. Yakni, kan diberikan sanksi 
sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuat. At u akan diberikan sanksi berupa 
penambahan masa hukuman begitu juga dengan ancaman sel isolasi juga dapat 
dijatuhkan kepada para napi. 
 
Saran 
1. Apabila kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran covid 
19 yang semakin meluas, sepatutnya pemerintah tetap mengikuti maupun tidak 
meninggalkan kebijakan yang dibentuk setelah para npi dibebaskan. Karena hal ini 
juga berhubungan dengan keamanan maupun kenyamanan bagi para masyarakat 
sehingga tidak menyebabkan kemungkinan timbulnya tingkat kejahatan maupun 
kriminalitas selama berlangsungnya pandemi. 
2. Pentingnya pengawasan yang ketat selama melakukan penyeleksian terhadap napi 
yang akan dibebaskan. Karena dengan menjalankan penyeleksian maupun penetapan 
kriteria bagi para napi yang memperoleh hak asimilasi dan integerasi untuk 
meminimalkan pengulangan tindak kejahatan setelah kembali ke masyarakat. 
3. Pemerintah tetap memberikan pengawasan maupun memberikan bimbingan bagi 
narapidana dengan tujuan agar para napi tidak mengulangi kembali tindakan 
kejahatan ataupun kriminalitas.  
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